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WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 4 TAHUN 2O1O

TENTANG

PENGELUARAN KAS UNTUK UANG PERSEDIAAN (UP)
BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG

BERSIFAT WAJIB SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA LANGSA

BIS M ILLAH I  RRAH MAN N IRRAH I  M

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan
berdasarkan Pasal 1O4 ayat dan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter i  Dalam
Negeri  Nomor 59 Tahun 2OO7 dipandang per lu mengatur Pengeluaran
Kas Untuk Uang Persediaan (UP) Belanja Yang Bersi fat  Mengikat Dan
Belanja Yang Bersifat Wajib Satuan Kerla Perangkat Daerah Pemerintah
Kota Langsa;

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  a
di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Nomor 3893) ;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OA1 tentang Pembentukan Kota
Langsa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200'1 Nomor 83,
Tambahan lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4110) ,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republ ik Indonesra Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaran Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355 )  :
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik lndonesia Tahun 2OO4
Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor
4389):
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Reoubl ik Indonesia Nomor 4400\.
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Nomor 4400) ' ,

7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844)',

B.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Per imbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republ ik Indonesja Tahun 2000 Nomor 21O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028)',

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2A05 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor
4578) ,

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4593 ) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '1 3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7.,

15. Peraturan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010,

16.Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kota Langsa ( Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008
Nomor  3  ) :

17. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota
Langsa ( Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4 );

18. Peraturan Walikota Langsa Nomor 30 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Langsa Tahun
2007-2012:

19. Peraturan Walikota Langsa Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGELUARAN KAS
UNTUK UANG PERSEDIAAN (UP) BELANJA YANG BERSIFAT
MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA LANGSA



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan .

1.  Daerah adalah Daerah Kota Langsa.

2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota

adalah untuk penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas

Walikota dan Perangkat Daerah Kota.

3.  Wal ikota adalah Wal ikota Langsa.

4 Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Langsa

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan

Perwaki lan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipi l ih melalui  Pemil ihan

U m u m .

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah

DPRK Langsa

7. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu kepala daerah

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari

Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan.

8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat

Daerah Kota Langsa.

9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris

Daerah Kota Langsa.

10. Satuan Ker ja Perangkat Daerah yang selanjutnya dis ingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pihak yang

mengajukan rancangan produk hukum daerah.

11. Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD yang selanjutnya dis ingkat

PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi  tata usaha

keuangan pada SKPD

l2.Anggaran Kas adalah Dokumen perkiraan arus kas masuk yang

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk

mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan

kegiatan dalam setiap periode.

13. Surat  Penyediaan Dana yang selanjutnya dis ingkat SPD adalah

Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan

kegiatan sebagai  dasar penerbi tan SPP.

14.Surat  Permintaan Pembayaran yang selanjutnya dis ingkat SPP adalah

Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas



pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan

perm i  ntaan pembayaran.

15 SPP uang persediaan yang selanjutnya dis ingkat SPP-UP adalah

Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan

uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali ( Revolving ) yang tidak

dapat di lakukan dengan pembayaran langsung.

16.SPP tambahan uang persediaan yang selanjutnya dis ingkat SPP-TU

adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk

permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan

SKPD yang bersi fat  mendesak yang t idak dapat digunakan untuk

pembayaran langsung dan uang persediaan.

17. Surat  Per intah Membayar yang selanjutnya dis ingkat SPM adalah

Dokumen yang digunakan /  d i terbi tkan oleh pengguna anggaran /  kuasa

pengguna anggaran untuk penerbi tan SP2D atas dasar pengeluaran

DPA_SKPD
'18. Surat Perintah Membayar uang persediaan yang selanjutnya disingkat

SPM-UP adalah dokumen yang di terbi tkan oleh penguna anggaran/kuasa

penguna anggaran untuk penerbi tan SP2D atas beban pengeluaran

DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk

mendanai kegiatan.

19. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan

secara terus menerus dan harus di  a lokasikan dengan jumlah yang cukup

untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan,

seperti belanja pegawai, belanla barang dan jasa.

20. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat

antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban

kepada pihak ketiga

BAB I I

PENGELUARAN KAS

Pasal 2

Pengeluaran set inggi{ ingginya untuk belanja yang bersi fat  mengikat dan

belanja yang bersifat wajib untuk mendanai keperluan tiap bulan Satuan

Perangkat Kerja Daerah Pemerintah Kota Langsa sebesar 1112 atau 0,8%

(satu per dua belas atau nol koma delapan persen) setiap bulannya dari

angka Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Kota Langsa tahun

sebe lumnya (n -1) .



BAB I I I

PRINSIP DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 3

Pr insip dan mekanisme pembayaran uang persediaan kepada Satuan Ker ja

Perangkat Daerah akan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Perundang-

undangan yang ber laku, yang diatur sebagai  ber ikut  :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran berdasarkan Surat

Persediaa Dana, mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang

Persediaan (SPM-UP) kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Asset Kota Langsa yang telah dipersiapkan oleh SekretarislKasubbag

keuangan Satuan Kerja yang bertindak sebagai Pejabat Pengelola

Keuangan Satuan Ker ja Perangkat Daerah (PPK SKPD), dengan

menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a.  Surat  pengantar SPP-UP (Surat  Permintaan Pembayaran Uang

Persediaan),

Ringkasan SPP-UP (Surat  Permintaan Pembayaran Uang

Persediaan):

Rincian SPP-UP (Surat  Permintaan Pembayaran Uang

Persediaan);

d.  Sal inan SPD (Surat  Penyediaan Dana),

e. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang

yang diminta t idak dipergunakan untuk pengeluaran dengan

pembayaran langsung:

f .  SPM-UP diajukan rangkap 4 (Lembar kesatu,kedua dan ket iga

untuk kepala Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota

Langsa dan lembar keempat untuk bendahara pengeluaran Satuan

Kerla)

g Masing-masing format untuk dokumen yang disebutkan pada huruf

a,b,c,d,e dan f  d isesuaikan dengan format peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2.  Dinas Pengeloiaan Keuangan dan Asset akan melakukan ver i f ikasi

terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen SPM-UP dan Spp-Up

yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendapat

persetujuan penerbitan SP2D oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan

dan Asset Kota Langsa selaku Pejabat Kepala Pengelolaan Keuangan

Daerah (PPKD)/BUD pal ing lambat dalam jangka waktu 2 (dua) har i

kerja

3.  selanjutnya bi la dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 lengkap

memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset



t ( c ta  Langsa  akan  menerb r t kan  SP2D (Sura t  Pe r - i n tah  Penca t r i , ' ,  f  r : - ' r ' 21

un tuk  d rsa rnpa r l<an  kepada  BUD/ !< i rasa  B t - JD  dan  l r ka  c lo i<un l i "  ' ' . ' )

sebagar r t ran  d in taksud  pada  aya t  ( ' 1 ;  a t r r l <a  
' 2  i ' ) ' 1 ' .  l r t r gxa i  . ' i  :  ' . i ' ,

inemenuhl  pers) ,ar?r tan akan d ikembalr l . .er r r  i ' , r . . i lac i ; :  , re- ' t - t ( - tg i , t ra  ar , - : r ' : - r . ' ' : '

BLID/kuasa BUD t le l ;akukan pel rDai / . , r i -a l  i ; , , ; idas i : i - i ra t l  r . , ' lJ  r -  i : :  ' :  l

p e 1 a b a t p e n g g L i l l ? a t r o g a r a n / S P 2 D a t a . ; | ' , o b . i . " i r e k e r i i i l g | . . i : l � � � �

dae rah . :

Benda l ra ra  oe t tgc i i - ra ran  Sa tuan  Ker le l  [ ) e ra i rO i<a t  Daera t l  i i ' . . i 1 - ;  '

n tenelma t rar : , fer  uang ke rekentng Satr - ta t l  Ker la  dar i  Bank i /ar l .  r r . la i r

d  i t un ruk

BAB IV

PERTANGGU T.IGJAWABAN

Pasa l  4

Setelah pembayaran Uang Persedraan keprsg6 Saiuan Ker la f i ) r  r . r - , : - i l '  . ' t

Daerah, masing-masing Kepala Satuan Ker '1a1Per-rr lguna Ano!r? ' i , : r ' i i ' l ' rLr :s, . ,

Pengguna Anggaran harus  memper tanggL lnq  la tn 'aDkar t  be lan t=  i r j -ng

persed iaan secara  kese lu ruhan a tau  menger - ' rba l rkan s isa  uang Persed{aar t

kepada ISUD/kuasa BUD mela lu i  Rekenrng l (as  Daerah yang te rdapat  1 'ada

Bank Pemer in tah .

Pasal 5

Masing-masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum melaksanakan pertanggung

jawaban secara keseluruhan, t idak dapat diber ikan uang gant i  persediaan

Pasal 6

Dengan Pembayaran Uang Persed iaan kepada Masrng-mas ing  (SKPD)

BUD atau Kuasa BUD t idak dibenarkan melakukan pengeluaran kas untuk.

SKPD atau pi l rak manapun yang mempunyai  ikatan ker la atau t idak dengan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk sernua Jenrs

ke lompok pembebanan be lan ja  apab i la  t tdak  mela lu i  mekanrsn- re

pembayaran yang telah diatur pada Peraturan Perundangan yang ber laku

atau sebelum adanya Peratr . r ran Wal ikota sebagai  dasar penerbi tan Sur iat

Persed iaan Dana (SPD)

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Peraturan Wal ikota in i  d ipergunakan sebagai  dasar pererbt tar  S, r r : l

Penyediaan Dana (SPD) untuk pembayaran Llang Persediaan Opei l r ! ,  , .  ' 'o- ,

SKPD,  dan Pembayaran dapat  d i lakukan s :b , : l t i r - r  t - 'enc t .sa f ,a r :  )1 ,1 .  r , - . '



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pemberlakuan Peraturan in i  sejak tanggal  1 Januar i  Tahun 2O1O dan sesuar

dengan ketentuan Pasal  106 Peraturan Menter i  Dalam Negeri  Nomor '13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007

Pasal 9

Hal-hal  yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wal ikota in i  sepan.;ang

Ketentuan Pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai denqan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal  10

Peraturan Wal ikota in i  mulai  ber laku pada tanggal  d iundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota

Langsa.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKO

Langsa
8 Pebruar i  2010 M
23 Shafar 1431 H

LANGsAq

4 - z u L K l

Diundangkan di  Langsa
pada tanggal  5 Pebruar i  2010 M

23 Shafar 1431 H

SE

/

BERITA

TARIS DAERAH,

DAERAH KOTA LANGSA TAHUN zAfi NOMOR 4


